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INTISARI

Meningkatnya pembangunan di Kabupaten Bantul disatu sisi
memberikan dampak terhadap meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat namun di sisi lain akibat pelaksanaan
pembangunan telah mengurangi luas tanah pertanian sawah yang
terdapat di Kabupaten Bantul. Adanya benturan kepentingan antara
kebutuhan akan tanah untuk kegiatan pertanian sawah dengan
kepentingan pembangunan sarana fisik baik berupa fasilitas untuk
pemukiman, perdagangan, jasa dan industri dan terbatasnya luasan tanah
akan mempengaruhi produktifitas pertanian sehingga dapat mengurangi
kebutuhan bahan pangan.

Upaya yang dilakukan dalam mengurangi penurunan luas tanah
pertanian sawah adalah melalui mekanisme pembenan ijin meliputi : Ijin
Perubahan Penggunaan Tanah, Ijin Pemberitahuan/Klarifikasi Perotehan
Tanah dan Ijin Lokasi. Setiap pembenan ijin berdasarkan atas adanya
pertimbangan teknis yaitu melalui aspek penatagunaan tanah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
perubahan penggunaan tanah pertanian sawah di Kabupaten Bantul dan
untuk mengetahui bagaimana pertimbangan aspek penatagunaan tanah
dalam mengendalikan perubahan penggunan tanah pertanian sawah
menjadi non pertanian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan analisis deskriptif kuafitatif sehingga dapat memberikan
gambaran luas perubahan penggunaan tanah pertanian sawah yang
terjadi selama kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2006.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perubahan
penggunaan tanah pertanian sawah menjadi non pertanian di Kabupaten
Bantul yang melalui proses perijtnan IPPT, Ijin Pemberitahuan/Klarifikasi
Perolehan Tanah dan Ijin Lokasi adalah untuk peruntukan
perumahan/pekarangan yaitu dengan luas 157,87 Ha atau 39,02 % dari
seluruh perubahan yaitu sebesar 404,62 Ha.

Bentuk Pengendalian yang dilaksanakan oteh Kantor Pertanahan
dalam pemberian ijin perubahan penggunaan tanah adalah melalui
pertimbangan teknis penatagunaan tanah/aspek penatagunaan tanah. Hal
ini dapat dilihat dengan adanya penolakan permohonan perubahan
penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian baik secara lisan
maupun tertulis karena tidak sesuai peruntukan penggunaan tanahnya
dengan Rencana Detail Tata Ruang.

Melihat kenyataan tersebut di atas maka penulis memberikan saran
bahwa pengendalian perubahan tanah pertanian sawah menjadi non
pertanian sangat penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan
produktifrtas pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara yang kehidupan perekonomian

masyarakatnya masih bertumpu pada sektor pertanian tentunya

peran tanah dalam memberikan kesejahteraan merupakan sumber

daya alam yang sangat penting, karena tanah berfungsi sebagai

faktor produksi. Sektor pertanian diharapkan mampu berperan

dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi disamping sebagai

penyediaan bahan pangan sekalkjus sebagai sumber mata

pencaharian dan penyedia lapangan kerja. Selain itu tanah juga

sebagai tempat berbagai aktivitas akan selaiu mengalami

perubahan dalam penggunaannya. Penggunaan tanah tjdak dapat

dipisahkan dari seturuh aktivitas manusia dimana manusia sebagai

pengguna tanah, begitu juga dengan pembangunan dimana

manusia sebagai petaksana kegiatan pembangunan tersebut.

Pembangunan merupakan suatu perubahan dari kondisi saat

ini ke kondisi yang lebih baik lagt, oleh karena itu pembangunan

bukan hanya sebagai kewajiban akan tetapi sudah menjadi

kebutuhan semua lapisan masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dimana

pembangunan itu tidak hanya berorientasi untuk kebutuhan



generasi saat ini saja akan tetapi juga untuk generasi yang akan

datang.

Pembangunan juga tidak terlepas dari penataan ruang dalam

suatu wilayah, khususnya di perkotaan yang merupakan pusat dari

segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dengan adanya kegiatan

pembangunan sangat berpengaruh atas perubahan penggunaan

tanah. Perubahan pembangunan ini harus memperhatikan

bagaimana pembangunan itu bisa dirasakan oteh semua generasi.

Oleh sebab itu pemanfaatan lingkungan dan potensi sumberdaya

alam (SDA) harus ada keseimbangan antara ekonomis dan

ekologis (economic and ecology balance).

Pada kenyataannya semakin meningkatnya pembangunan

tersebut kadang-kadang tidak dapat menghindari penggunaan

tanah pertanian. Pemerintah maupun pihak swasta dalam

melaksanakan pembangunan baik untuk fasilitas umum maupun

fasilitas Iainnya diharapkan dapat berperan dalam pengendalian

perubahan penggunaan tanah sesuai dengan kebutuhannya agar

tercipta penataan ruang yang baik.

Bertambahnya jumlah penduduk menimbulkan berbagai

macam penggunaan tanah yang beragam sebagai upaya

meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan penduduk.

Kenyataan menunjukan bahwa semakin meningkatnya

kebutuhan akan tanah untuk pembangunan maupun untuk

keperiuan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari



mendorong meningkatnya dinamika penggunaan tanah yang

semakin kompleks.

Berdasarkan data pokok dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul dalam www.Bantul.go.id, menyatakan :

Hingga triwuian III tahun 2004 sektor pertanian masih
memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Bantul, yaitu
mencapai 35,53%. Besamya sumbangan sektor pertanian
dimungkinkan oleh luas tanah pertanian yang mencapai kurang
lebih 32,18 % dari luas wilayah Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2004 luas sawah beririgasi maupun tadah hujan
adalah 16.079 Ha atau mengalami penurunan sebesar 7,34%.
Penurunan ini disebabkan karena adanya alih fungsi
pemanfaatan tanah dari pertanian menjadi non-pertanian,
seperrJ untuk permukiman dan tempat usaha. Sementara itu
secara parsial luas sawah tadah hujan yang ada di Kabupaten
Bantul mengalami penurunan dari 2.066 Ha pada tahun 2003
menjadi 2.033 Ha pada tahun 2004 (turun 1,59%). Penurunan
luas areal sawah tadah hujan disebabkan adanya
pembangunan sarana irigasi baik berupa bangunan saluran
irigasi maupun pompanisasi di areal tersebut (Tabel 1).

Tabel 1 Perubahan Luas Areal Sawah Akibat Penambahan

Prasarana dan Sarana Irigasi Tahun 2004

No. Desa Kecamatan

Luas

(Ha) Keterangan

1 Triwidadi Pajangan 7 Jaringan Irigasi
DI Madean

2 Trimutyo Jetis 5 Irigasi Pompa

3 Wukirsari Imogiri 6 Jaringan irigasi
DI Sindet

4 Wonolelo Pleret 5 Jaringan Irigasi
DI Kr.Rosokiri

5 Pendowoharjo Sewon 6 Jaringan Irigasi
DI Tengah

6 Tirtohargo Kretek 4 Jaringan Irigasi

Jumlah 33

Sumber: Dinas Pengairan Kab. Bantul, 2004



Melihat kondisi tersebut maka perlu pengaturan dalam

penggunaan tanah agar perubahan penggunaan tanah pertanian

sawah dapat dikendalikan dengan pengertian tidak menutup

kemungkinan adanya perubahan penggunaan tanah pertanian

sawah namun tetap terkendali serta melalui perencanaan yang

matang sehingga jika memang harus terjadi perubahan

penggunaan tanah pertanian sawah maka diharapkan diarahkan

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengingat makin meningkatnya kebutuhan akan tanah

untuk pembangunan dan terbatasnya persediaan tanah serta untuk

mewujudkan asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang

optimal.seimbang dan serasi dengan tetap terpeliharanya

kelestarian lingkungan maka diperiukan aspek penatagunaan

tanah. Pembenan aspek Penatagunaan Tanah setelah beriakunya

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan

Pelayanan (SPOPP) dalam pelaksanaannya di Kantor Pertanahan

Kabupaten Bantul menyesuaikan istilah yaitu menjadi

Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian dengan judul "ASPEK

PENATAGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN

PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI

NON PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I.Y."



B. Perumusan Masalah

Pangan bagi manusia merupakan kebutuhan primer,

pemenuhan kebutuhan pokok ini baik dalam hal kuantitas maupun

kualitas yang berkelanjutan, menjadi menjadi sangat penting.

Strategi yang diperiukan dalam ketahanan pangan adalah

menjawab pertanyaan bagaimana mencukupi ketersediaan pangan

bagi masyarakat, bagaimana mempertahankan ketersediaan serta

bagaimana meningkatkan kualitas bahan pangan yang dihasilkan.

Ketahanan pangan selaiu berkaitan dengan sektor pertanian. Untuk

itu dalam menciptakan ketahanan pangan harus secara seksama

memperhatikan potensi dan kemungkinan pengembangan sektor

pertanian tersebut.

Di lain pihak terjadinya perubahan penggunaan tanah

pertanian sawah cenderung diakibatkan oleh adanya kebutuhan

akan tanah untuk penggunaan bukan sawah seperti pembangunan

perumahan penduduk, kawasan industri, pengembangan kota,

pembangunan prasarana jalan yang semakin meningkat,

sementara tanah yang tersedia untuk penggunaan tersebut

terbatas luasnya di mana sebagaian besar tanah yang masih

tersedia merupakan tanah sawah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:



1. Untuk jenis penggunaan tanah apakah yang dominan

menimbulkan perubahan penggunaan tanah pertanian sawah

menjadi non pertanian di Kabupaten Bantul?

2. Bagaimanakah Pemberian Pertimbangan Aspek Penatagunaan

Tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Bantul dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah

pertanian sawah?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya bkJang kajian yang akan dibahas dalam

penelitian ini serta untuk lebih memfokuskan pokok penelitian agar

tidak terjadi kerancuan, maka penulis membatasi masalah sebagai

berikut:

1. Perubahan penggunaan tanah yang diteliti adalah perubahan

penggunaan tanah pertanian sawah menjadi non pertanian dari

tahun 2002 sampai dengan 2006.

2. Pemberian aspek penatagunaan tanah yang diteliti adalah

hanya pemberian aspek penatagunaan tanah dalam mencegah

terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian sawah.

D. Tujuan dan Kegunaan penilitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui jenis penggunaan tanah yang paling

dominan terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian

sawah menjadi non pertanian di Kabupaten Bantul.



b. Untuk mengetahui pemberian Pertimbangan Aspek

Penatagunaan Tanah yang dilaksanakan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Bantul dalam mencegah terjadinya

perubahan penggunaan tanah pertanian sawah.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Memberikan informasi mengenai perubahan penggunaan

tanah pertanian sawah sehingga menambah data dalam

rangka pengendalian perubahan penggunaan tanah

pertanian sawah.

b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan aspek

penatagunaan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten

Bantul.



BAB VI

PENUTUP i

A. Kesimpulan

1. Luas pembahan penggunaan tenah pertanian sawah menjadi non

pertanian yang terjadi dari tehun 2002 sampai dengan 2006 melalui

perijinan IPPT, Ijin Pemberitahuan/Klarifikasi Perolehan Tanah dan

Ijin Lokasi untuk pemntukan pemmahan/pekarangan adalah seluas

157,87 Ha ateu 39,02 % dari selumh pembahan yaitu sebesar 404,

62 Ha.

2. Pelaksanaan aspek penatagunaan tenah di Kantor Pertenahan

Kabupaten Bantul berperan dalam pengendalian pembahan

penggunaan tenah pertenian sawah menjadi non pertenian, hal ini

dapat diiihat dengan adanya penolakan Ijin Pembahan Penggunaan

Tanah pertanian sawah menjadi non pertenian karena tidak sesuai

dengan Rencana Deteil Tate Ruang. Selain itu melalui informasi

secara lisan yang diberikan oleh petugas di Kantor Pertenahan

terhadap pemohon yang melakukan konsultesi sebelum

mengajukan permohonan Ijin Pembahan Penggunaan Tanah jika

tidak sesuai pemntukan penggunaan tenahnya dengan Rencana

Tate Ruang Wilayah maka disarankan untuk membatalkan

pengajuan permohonannya.

67



B. Saran

1. Pengendalian pembahan penggunaan tenah pertanian menjadi non

pertanian periu didukung peran serta masyarakat karena

masyarakat sebagai pengguna tenah memiliki berbagai

kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hkJup dan ekonominya ,

oleh karena itu diperiukan sosialtsasi kepada masyarakat melalui

kegiatan penyuluhan.

2. Bagi masyarakat yang melaksanakan perubahan penggunan tenah

pertanian sawah menjadi non pertanian tenpa melalui proses

perijinan periu diberikan sanksi yang tegas.

3. Kegiaten monitoring pembahan penggunaan tenah periu di

lakukan secara periodik agar dapat memanteu pembahan

penggunaan tenah pertenian sawah menjadi non pertenian demi

menjaga ketahanan pangan dan produksi pertanian untuk

pemenuhan kebutuhan pangan.
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